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Lampiran I 

 

TRANSKIP WAWANCARA PENELITIAN 

I.INDIKATOR ISI KEBIJAKAN 

Nama : Jamila Tul’aini, S.H., M.H 

Jabatan : Kepala Kasubaggian Tata Usaha 

Tanggal : 15 juni 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Siapa saja pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaan Program 

PTSL di Kota Bengkulu? 

Pelaksanaan PTSL melibatkan 

Kantor Pertanahan Kota Bengkulu 

sebagai pelaksana utama, 

pemerintah kelurahan, panitia 

ajudikasi, satgas fisik, satgas 

yuridis, dan masyarakat sebagai 

peserta program. Semua pihak 

mempunyai tugas masing-masing 

sehingga pelaksanaan program 

dapat berjalan dengan baik. 

2 Apa manfaat Program PTSL 

bagi masyarakat? 

Manfaat utamanya adalah 

memberikan kepastian hukum atas 

kepemilikan tanah melalui 

sertifikat. Selain itu masyarakat 

memperoleh kejelasan batas tanah 

sehingga dapat mengurangi potensi 

sengketa serta administrasi 

pertanahan menjadi lebih tertib. 



 

 

3 Perubahan apa yang ingin 

dicapai melalui Program PTSL? 

Program ini bertujuan 

meningkatkan jumlah tanah yang 

terdaftar, memberikan kepastian 

hukum kepada masyarakat, serta 

mengurangi potensi sengketa 

pertanahan melalui data fisik dan 

yuridis yang jelas 

4 Siapa saja yang menjadi 

pelaksana Program PTSL? 

Pelaksana terdiri dari Ketua Panitia 

Ajudikasi, Satgas Fisik, Satgas 

Yuridis, petugas pengukuran, 

petugas administrasi, serta 

didukung pemerintah kelurahan. 

5 Apakah sumber daya yang 

dimiliki sudah mendukung 

pelaksanaan PTSL? 

Secara umum sudah memadai. 

Kami memiliki sumber daya 

manusia, anggaran, kendaraan 

operasional, peralatan ukur, 

komputer, serta aplikasi pendukung 

yang digunakan selama 

pelaksanaan program. 

 

Nama : Redimon 

Jabatan : Koordinasi subgian penetapan hak 

Tanggal : 17 juni 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam 

Program PTSL? 

Masyarakat cukup aktif 

mengikuti sosialisasi, 

melengkapi berkas, serta 

mendampingi petugas 



 

 

ketika pengukuran batas 

tanah dilakukan. 

 

2 Apa manfaat yang paling dirasakan setelah 

pelaksanaan PTSL? 

Manfaat terbesar adalah 

masyarakat memperoleh 

sertifikat hak atas tanah 

sehingga status 

kepemilikannya menjadi 

jelas dan memiliki 

kekuatan hukum. 

 

Nama : Destiana 

Jabatan : subagian Pemetaan 

Tanggal : 17 juni 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa perubahan yang terlihat setelah adanya 

PTSL? 

Kesadaran masyarakat 

untuk mendaftarkan 

tanah meningkat. Selain 

itu administrasi 

pertanahan menjadi lebih 

tertib. 

2 Bagaimana koordinasi antar pelaksana? Koordinasi dilakukan 

melalui rapat, 

pembagian tugas 

lapangan, serta evaluasi 

setiap tahapan agar 

pekerjaan sesuai jadwal. 

3 Apakah sarana dan prasarana sudah 

memadai? 

Ya, alat ukur, kendaraan 

operasional, perangkat 

komputer, serta 



 

 

dukungan anggaran telah 

membantu kelancaran 

pelaksanaan PTSL. 

 

Nama : Misrawati  

Jabatan : masyarakat 

Tanggal : 20 juni 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

 Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan? Sekarang tanah kami 

sudah memiliki sertifikat 

sehingga lebih tenang 

karena memiliki bukti 

kepemilikan yang sah. 

 Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan 

PTSL berjalan lancar? 

Menurut saya berjalan 

lancar karena petugas 

datang langsung ke 

lokasi untuk melakukan 

pengukuran dan 

pemeriksaan dokumen. 

 

 

II.INDIKATOR KONTEKS IMPLEMENTASI 

Nama : Jamila Tul’aini, S.H., M.H 

Jabatan : Kepala Kasubaggian Tata Usaha 

Tanggal : 15 juni 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana kewenangan Kantor 

Pertanahan dalam pelaksanaan 

Program PTSL? 

Kantor Pertanahan memiliki 

kewenangan penuh dalam 

melaksanakan Program PTSL 



 

 

mulai dari tahap perencanaan, 

pembentukan panitia ajudikasi, 

penetapan lokasi, pengumpulan 

data fisik dan yuridis, sampai 

penerbitan sertifikat. Seluruh 

pelaksanaan mengacu pada 

Peraturan Menteri ATR/BPN 

Nomor 6 Tahun 2018. 

2 Strategi apa yang dilakukan agar 

program berjalan sesuai target? 

Strategi yang kami lakukan yaitu 

mengadakan penyuluhan kepada 

masyarakat, melakukan koordinasi 

dengan pemerintah kelurahan, 

memverifikasi dokumen 

kepemilikan tanah, melakukan 

pengukuran secara langsung di 

lapangan, dan memastikan batas 

tanah disepakati oleh pemilik tanah 

yang berbatasan. 

 

Nama : Destiana 

Jabatan : subagian Pemetaan 

Tanggal : 17 juni 2026 

No Pertanyaan  Jawaban 

1 Strategi apa yang dilakukan 

panitia dalam pelaksanaan 

PTSL? 

Kami melakukan sosialisasi 

terlebih dahulu kepada masyarakat 

mengenai tujuan, manfaat, dan 

persyaratan PTSL. Setelah itu 

dilakukan pemeriksaan berkas, 

pengukuran tanah, penelitian data 

fisik dan yuridis, kemudian 



 

 

dilanjutkan dengan pengumuman 

data sebelum sertifikat diterbitkan. 

2 Bagaimana tingkat partisipasi 

masyarakat? 

Sebagian besar masyarakat cukup 

antusias mengikuti program. 

Mereka hadir saat penyuluhan, 

menyerahkan dokumen, serta 

mendampingi petugas saat 

pengukuran tanah. 

 

Nama : syahrudin 

Jabatan : Kelurahan 

Tanggal : 22 juni 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah masih ada kendala dari 

masyarakat? 

da beberapa masyarakat 

yang dokumennya belum 

lengkap atau belum 

memahami prosedur, 

tetapi setelah diberikan 

penjelasan mereka dapat 

melengkapinya. 

 

Nama : renita 

Jabatan : masyarakat 

Tanggal : 23 juni 2026 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana menurut Bapak/Ibu 

pelaksanaan Program PTSL di lingkungan 

tempat tinggal? 

Menurut saya 

pelaksanaannya sudah 

baik. Sebelum kegiatan 

dimulai kami diberikan 

penyuluhan mengenai 



 

 

syarat dan tahapan yang 

harus diikuti sehingga 

kami memahami 

prosesnya. 

2 Apakah petugas melakukan pengukuran 

langsung di lapangan? 

Ya. Petugas datang 

langsung ke lokasi 

bersama pemilik tanah 

yang berbatasan untuk 

memastikan batas tanah 

sudah benar. 

3 Mengapa Bapak/Ibu mengikuti Program 

PTSL? 

Karena saya ingin 

memiliki sertifikat tanah 

yang sah sehingga status 

kepemilikan tanah 

menjadi jelas dan tidak 

menimbulkan sengketa 

di kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran II 

Surat izin penelitian di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu 

 



 

 

 

Lampiran III 

Surat keterangan selesai Penelitian 

 



 

 

 

 

 

 

Lampiran IV 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

Dokumentasi Wawancara kepada Kepala Subbagian Tata Usaha  

 

 

Dokumentasi setelah wawancara dengan Panitia PTSL 



 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi wawancara dengan Panitia PTSL 

 

 

Berkas pendaftaran PTSL 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi proses pengukuran bidang tanah 

 

  
 Dokumentasi wawancara dengan masyarakat  
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